PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

a.

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa  sebagai upaya  meningkatkan  kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, didasarkan pada
prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan
sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009;

bahwa untuk pengelolaan pengadaan barang/jasa,
kerjasama operasi dan hibah pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan
Layanan Umum Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten,
namun sehubungan terdapat penambahan lingkup
pekerjaan untuk itu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3
Tahun 2013 perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3348);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeirntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 155);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 7);



Menetapkan

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 27);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Sumedang

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



I

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Bupati adalah Bupati Sumedang.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau jasa layanan,
baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia
barang/jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Jasa layanan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan,
rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia
barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia
barang/jasa.

Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung
kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui
pelelangan /seleksi/penunjukan langsung.

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan
BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah Kelompok kerja
yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang
dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan, yang bertugas
untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa
pemerintah.
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Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan  praktek-praktek  bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya
dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan
atau jasa pemerintah bila terdapat alasan efektifitas dan/atau
efisiensi.

Perbekalan farmasi adalah persediaan farmasi yang terdiri dari obat,
bahan obat, alat kesehatan habis pakai, reagensia, radiofarmasi dan
gas medis.

Makan minum pasien dan pegawai BLUD RSUD adalah makanan
yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa
bahan makanan basah, bahan makanan kering dan atau dalam
bentuk makanan jadi.

Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di
luar ruangan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih
dan sehat.

Jasa pengamanan adalah kegiatan jasa pengamanan di luar
maupun di dalam ruangan untuk mewujudkan kondisi lingkungan
yang tertib dan aman.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir.

2. Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(2)

(3)

BAB III
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

BLUD-RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat alasan
efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
pembebasan dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah terhadap lingkup pekerjaan dan jenjang
nilai.

Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku
untuk:

a. perbekalan farmasi;

b. pengadaan makan minum pasien dan pegawai BLUD RSUD;

c. pengadaan jasa cleaning service;

d. pengadaan jasa pengamanan;

e. pengadaan alat tulis kantor;



(4)

f. pengadaan alat kedokteran;

g. pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;

h. pemeliharaan alat kedokteran;

i. pengadaan jasa konsultansi;

j- Pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan operasional

layanan RSUD.

Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap
transaksinya sebagai berikut:

a.

b.

pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang

nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang
nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang
nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) untuk satu kali transaksi dari masuk barang (distributor)
dengan tanda bukti perjanjian dilakukan berdasarkan jenjang
nilai yang diatur sebagai berikut:

1) pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
tanda bukti perjanjian berupa kuitansi dan faktur pembelian
yang dilengkapi dengan NPWP;

2) pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah), tanda bukti perjanjian berupa surat pesanan/order
kerja, yang dituangkan dalam suatu kontrak;

3) pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
tanda bukti perjanjian berupa surat perintah kerja yang
dituangkan dalam suatu kontrak;

penunjukan langsung, tidak dibatasi nilai dan dapat dilakukan

dalam hal:

1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana dan/atau penanganan
keamanan dan ketertiban lingkungan;

c) akibat kerusakan = sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik.

2) pengadaan barang tertentu/jasa yang bersifat tertentu, yang

meliputi:
a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan
pemerintah;

b. barang/Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan
hanya ada 1 (satu) penyedian barang/jasa yang mampu,;

c. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan
oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau
pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
atau pihak yang memiliki keahlian khusus/tertentu;



d. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi

dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi
untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan
masyarakat;

pekerjaan pengadaan makan minum pasien dan pegawai
BLUD RSUD dalam rangka menjamin ketersediaan
pasokan untuk menjamin mutu pelayanan dan
keselamatan pasien serta pegawai BLUD RSUD;

pekerjaan pengadaan jasa konsultansi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 22



